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RINGKASAN 

 

Muhammad Akmal Firdaus, Januari 2025 MEKANISME PENYELESAIAN 

KONFLIK DALAM ADAT DAYAK MERATUS DI KABUPATEN HULU 

SUNGAI TENGAH. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 00 halaman, Pembimbing: Dr. Suprapto, 

S.H., M.H. 
Konflik memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat adat Dayak 

Meratus di Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam konteks 

tersebut, kewenangan Kepala Desa dan Kepala Adat memainkan peran vital dalam 

mekanisme penyelesaian konflik, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menetapkan bahwa Kepala Desa 

memiliki peran yang jelas dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dan menjaga 

harmoni sosial. Menurut Kavling et al. (2017), peranan hukum adat sangat penting 

untuk mencapai keadilan dan kedamaian di tengah konflik masyarakat adat, 

sebagaimana yang terjadi di komunitas Dayak. Dalam konteks penyelesaian konflik 

adat Dayak Meratus di Kecamatan Hantakan, peran kepala desa dan kepala adat 

memiliki kewenangan signifikan berdasarkan regulasi yang ada, khususnya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan ini menjadi landasan 

pokok dalam upaya resolusi konflik yang mengedepankan pendekatan adat dan nilai 

lokal.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam kewenangan yang 

dimiliki oleh kepala desa dan kepala adat dalam konteks penyelesaian konflik 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan menggali 

mekanisme hukum Adat Dayak Meratus di Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah dalam menyelesaikan konflik. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Socio-Legal, yaitu menggunakan fakta-

fakta lapangan berdasarkan ciri-ciri manusia dengan acuan berupa norma hukum 

positif atau yang berlaku di masyarakat. Penelitian  ini dilakukan dengan pendekatan 

sosio-legal. Sosio-legal adalah  melakukan analis dan melakukan pemahaman 

mengenai hubungan antara hukum dengan masyarakat serta dampaknya. Dengan 

fokus lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Wawancara dan Studi Pustaka. 

Dengan narasumber Ketua Dewan Adat Dayak Meratus Kecamatan Hantakan dan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara 

menyeluruh dan sistematis kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses 

menganalisa dengan cermat untuk memperoleh hasil yang mendalam sebagai suatu 

kesimpulan. 
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Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan yang telah berlaku, 

pembagian kewenangan antara kepala desa dan kepala adat telah diatur 

oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa 

diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang terjadi di desa tempat dipimpinnya, sedangkan 

kepala adat menyelesaikan permasalahan di desa adat sesuai dengan 

pemisahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kepala desa 

dan kepala adat telah memiliki tanggungjawab masing-masing dalam 

penyelesaian konflik berdasarkan locus delicti-nya. 

2. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan fakta 

terhadap mekanisme penyelesaian konflik dalam Adat Dayak Meratus 

di Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kepala Desa 

memiliki peran penting sebagai mediator pada penyelesaian konflik 

pidana ringan atau sengketa perdata masyarakat desa. Namun 

berdasarkan keterangan Kepala Adat Dayak Meratus Kecamatan 

Hantakan, Kepala Adat menjadi pimpinan dalam penyelesaian konflik 

yang berkaitan dengan adat istiadat, mekanisme ini tidak sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena di 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini tidak terdapat desa adat, 

namun pelaksanaan tetap dipimpin oleh kepala adat sedangkan 

seharusnya pelaksanaan penyelesaian konflik harus dipimpin kepala 

desa. Meskipun terjadi pembagian kewenagan antara kepala desa dan 

kepala adat dalam menyelesaikan konflik, penelitian ini menjadi bukti 

nyata bahwa Hukum Adat Dayak Meratus Kecamatan Hantakan masih 

hidup dan lestari di tengah masyarakat. 
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Muhammad Akmal Firdaus, Januari 2025 MEKANISME PENYELESAIAN 

KONFLIK DALAM ADAT DAYAK MERATUS DI KABUPATEN HULU 

SUNGAI TENGAH. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 

 halaman, Pembimbing: Dr. Suprapto, S.H., M.H.. 

ABSTRAK 

Konflik dalam masyarakat hukum adat sering kali menjadi isu yang kompleks, 

terutama ketika terjadi persinggungan antara hukum adat dan hukum formal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian konflik dalam 

masyarakat adat Dayak Meratus di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah, serta menganalisis bagaimana negara menjamin keadilan dalam konteks 

tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Socio-legal. Data diperoleh melalui 

wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Analisis dilakukan 

dengan menyoroti peran lembaga adat, praktik penyelesaian konflik berbasis kearifan 

lokal, dan interaksi antara hukum adat dan hukum formal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewengan kepala desa dan kepala adat telah 

diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peneliti menemukan bahwa 

masyarakat Dayak Meratus memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis 

musyawarah, dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan harmoni sosial.  

Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum adat dan hukum formal 

untuk menciptakan keadilan yang inklusif. Temuan ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan kebijakan terkait perlindungan masyarakat hukum 

adat. 

Kata Kunci : Penyelesaian Konflik, Dayak Meratus, Hukum Adat
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